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GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN DOMPU

o DE_NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA_ESA- SN

E
BUPATI DOMPU

S _ Méhimbang.-: a bahwa pembangunan kesehatan pada haklkatnya adalah ,
B PR TR - upaya yang dllaksanakan oleh semua komponen bangsa
. yang bertujuan untuk memngkatkan kesadaran kemauan L
- dan kemampuan hidup sehat, serta mewu_;udkan L

peningkatan derajat kesehatan masyarakat

.- bahwa dalam rangka mempercepat dan’ mensmerglkan

B -._'_'keglatan dan. tlndakan dari. upaya promotlf dan preventif:

L hldup sehat, guna' menmgkatkan produktmtas masyarakat o

" dan menurunkanibeban pemblayaan pelayanan kesehatan
~- akibat penyakit sebagalmana tertuang dalam  Instruksi -

. Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakatl =

- Hidup_ Sehat perlu melaksanakan program Gerakan
- Masyarakat Hldup Sehat (GERMAS] melalul penlngkatan o

'_ 11ngkungan sehatl pemahaman’ hldup sehat dan’ konsumsx“ s

_ pangan sehat; | ' UL S =

.- bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud

© . dalam huruf a, ‘dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan T

Bupatl tentang Gerakan Masyarakat Hldup Sehat d1 o

el : V_KabuPaten Dompu

| Mengingat 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang'_._ AR
~ Pembentukan Dacrah Daerah Tlngkat I Dalam Wilayah =
: 'Dacrah Dacrah Txngkat 1 Bah ‘Nusa. Tcnggara Barat dan

" Nusa Tenggara Tlmur (Lembaran Negara Repubhk Indonema L

‘ Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

" Republik Indone31a Nomor 1655] S T
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Pangan' '

i (Lembaran Negarrl:\ Repubhk Indone81a Tahun 1996 Nomor '

S
el
|



L :_ 99, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor T
3656), ' & ST

: 3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Slstem_'j

M.'c_l:le tapkan = "

S kuahtas hldup

R Keolahragaan Nasmnal [Lembaran "Negara Republik =~
' Indonesia Tahun {2005 Nomor - 89, Tambahan Lembaran":*__: o

"~ ‘'Negara Republlk Indonema Nornor 4535); . IR SR
4l Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan R

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema:.*_i‘.':' |

" Nomor 5063); :

5 Undang—Undang i Nomor _23 Tahun. 2014 tentang _
- Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Repubhk Indonesia

'_Tahun 2014 . Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara-"'”

g __.Repubhk Indonema Nomor 5587) sebagalmana telah ‘diubah R
... beberapa kali terakhlr dengan - Undang-Undang Nomor 9~ "
-~ ‘Tahun' 2015 - tentang Perubahan Kedua - Atas Undang- AR
- Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan -

Rk '-_:Daerah [Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 _
. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema RS
- Nomor 5679); § = -

6. Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2012 tentang Kesehatan‘_ o

- (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor |

9)’

MEME:JTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT--"-'
. HIDUP SEHAT DI KABUPATEN DOMPU ' -

)

o
| BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

= Dalam Peraturan Bupatl ini, yang dlmaksud dengan e L

1. Kabupaten adalah Kabupaten Dompu
2 Bupati adalah Bupatl Dompu. . -

‘ 3 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatl dan o

--:__;-_Dewan Perwakllan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan i

furusan Pemenntahan yang menjadl kewenangan Daerah g

| _:- Kabupaten

.","u':ti;'jGerakan Masyarakat Hldup Sehat yang selanjutnya_“ e
' dlslngkat GERMAS ‘adalah suatu nndakan yang sistimatis

- dan terencana yang dllakukan secara ‘bersama-sama oleh_ :
_ seluruh komponen bangsa dengan kesadaran kemauan dan |
. kemarnpuan berperllaku s_ehat_ untuk menlngkatkan




'_ ey .ri -

Pasal 2

:-:'l_"._Maksud dltetapkannya Peraturan Bupatl ini adalah sebagal o
e pedoman bagi Perangkat Daerah dan’ Pemangku kepentmgan L
SR dalam - melaksanakan GERMAS “untuk - mernpercepat T
pRa 'ﬁmensmergﬂcan keglatan dan tlndakan dari upaya - promotif -
~. dan- preventlf hidup | sehat guna rnemngkatkan produktivitas .0 -
--_’penduduk dan- menurunkan beban pemblayaan pelayanan S
e kesehatan aklbat penyaklt : : - ’

Pasal 3

: ,-Tu.]uan dltetapkannya Peraturan Bupatl 1n1 adalah untuk'_: |
e _',:"—rnenmgkatkan kesadaran kemauan _da kemampuan .
7. 'masyarakat untuk : | | PENEE | |
A berpenlaku sehat dalam upaya menmgkatkan kualltas'
| hldup, R . . - o _
S b rnemngkatkan partlslpa31 dan peran serta rnasyarakat -

o Cuntuk hidup sehat;

e -menlngkatkan produktwltas rnasyarakat dan
S dl mengurangl bcban blaya kesehatan

Pasal 4, g

o SaSaraﬁ GERMAS adzilah individﬁ;kéltiax_‘gé dan masyarakat; R

BAB )
'RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang hngkup Peraturan Bupati i ini rnellputl et
'_‘.a. ipelaksanaan GERMAS LR

kelemba agaan

'ker_]a sama;
_-pernblayaan dan ; L
_ pengaw asan dan pelaporan EERR

E

3

- BABIII"."
PELAKSANAAN GERMAS

Bagian Kesatu'_ :' RS s oY
©'Umum L

!

Pasal 6

GERMAS dllaksanakan melalm keglatan
a.; penmgkatan akt1v1tas fisik; R
b penmgkatan Penlaku Hldup Bersm dan Sehat (PHBS)

[
- r e



s c penyedlaan pangan sehat dan percepatan perbalkan g]Zl
e d peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyaklt
" e. peningkatan kualitas lmgkungan dan EEI
f. pemngkatan cduka31 hldup sehat o

Pasal 7

A Pelaksanaan GERMAS sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 S
B mehbatkan seluruh komponen yaitu: S ,

i --a. pemerlntahan | kabupaten _ 'kééamatan; maupun

desa/ kelurahan; :

. institusi pendldlkan

i swasta dan dunia usaha; =

. organ1sas1 kemasyarakatan dan
"1nd1v1du keluarga dan masyarakat

o Ao oo

| Baglan Kedua S
Penlngkatan Aktwltas FlSlk

Pasal 8

. :-'-'(1] Penmgkatan aktmtas fisik dllakukan d1 tatanan rumah N

L . tangga, - 1nst1tu31 pendldlkan tempat umum, dan tempat ": S B

_"_ke:qa yaltu bcrupa keglatan senam sehat bugar gerak
'.'5_'f_bansan gerak kapten - senam . anak bangsa senam o

'7"_"'_'_‘-.'_nusantara (pcrcgangan d1 tempat keqa] dan senam daerah =
-+ lainnya: ; S 3 R '

o :‘-."_(2) Keglatan : pemngkatan N aktivitas'_-' fisik :: SCbagaimaria"- .
dimaksud pada ayat (1) ‘bertujuan- untuk memngkatkan__lf 1' 

ketahanan ﬁsﬂc kesehatan dan kebugaran masyarakat

- (3] Untuk mendukung pelaksanaan penmgkatan aktlwtas ﬁsﬂ(_(_,";'_‘
' sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah" '
 terkait - menetapkan kebl_]akan dan mengambﬂ langkah— L

langkah sesual tugas fungsi dan kewenangan masmg~' o

E '_ masmg }
]

L 1 Baglan Ketlga IRC :
Pemngkatan Perllaku Hldup Sehat dan Ber51h

: Pasal 9

.'_i-'-"':(l) Perllaku Hldup Ber31h dan Sehat mencakup semua perllaku,. =

. yang  ~harus dlpraktlkkan dibidang pencegahan dan
penanggulangan penyaklt ~penyehatan . lmgkungan.

- kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana ngl, farmasl,'

| l dan pemehharaan' kesehatan )



(2) Penlaku Hidup Ber31h dan Sehat sebagmmana dlmaksud
- pada ayat (1) dlterapkan di tatanan:
' a, rumah tangga; | -
b. 1nst1tu_31 pendidikan;
‘c. tempat kerja; |
d. tempat umum;.dan
- e. fasilitas pelayanan '
(3) Indikator Perilaku Hldup Bersih dan Sehat d1 tatanan rumah

“tangga sebagalmana dimaksud - pada ‘ayat (2) huruf a

|
mencakup: i

persalinan dltolong oleh tenaga kesehatan

pemberian ASI %eksk1u31f

memnmbang bay1 dan balita setlap bulan

menggunakan air bersih; .

mencuci tangan dengan air ber81h mengahr dan sabun

menggunakan Jamban sehat; .

memberantas jentik nyamuk di rumah;

. makan sayur dan buah setiap ‘hari; '

melakukan akij ivitas fisik setlap hari; dan :

j. tidak merokok' ' =

(4) Indikator - Perllaku Hidup Ber31h dan Sehat dltatanan
- institusi pendldlkan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)

huruf b mencakup :

mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun

mengkonsumsi makanan dan miuman sehat;

menggunakan jamban sehat;

. membuang sampah ditempat sampah;

tidak meludah|sembarangan tempat;

memberantas jentlk nyamuk; : _

tidak mengkonsum31 Narkotika, Alkohol P31k0trop1ka

dan zat adiktif ;lamnya (NAPZA) dan '

h. tidak merokok‘ '

(5) Indlkator Perilaku Hidup - Ber31h dan Sehat di tatanan '
. tempat ker]a sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf c
~ mencakup:

 a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun
. mengkonsum31 makanan dan minuman sehat

menggunakanljamban sehat; '
membuang sampah di tempat sampah
tidak meludah sembarangan tempat;
memberantas jenuk nyamuk; -
tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol P31kotrop1ka
dan zat adiktif lalnnya (NAPZA); dan -
h. tidak merokok. '
(6) Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat
umum - sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf d
mencakup: l
' a. mencuci tang?n dengan air ber31h mengallr dan sabun;
b. menggunakan jamban sehat;
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membuang sampah di tempat sampah; -

tidak merokok;|

tidak meludah |sembarangan tempat'

‘memberantas Jentlk nyamuk;

tidak mengkonsum31 Narkotika, Alkohol, P31k0trop1ka

~ dan zat adiktif lamnya (NAPZA); dan :

h. tidak merokok.

(7) Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan
fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e mencakup:; :

a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsum31 makanan dan mmuman sehat;
c. menggunakan _]amban sehat; o

'd. membuang sampah di tempat sampah;

. i _

f.

g

‘qo'r"sn e o

. tidak meludah Esembarangem tempat;
memberantas jentik nyamuk; ‘
. tidal: mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, P31k0trop1ka .
dan zat adiktif lalnnya (NAPZA) dan

~ h. tidak merokok

E : Bagian Keempat
' Penyedlaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 10

Penyediaan pangan : sehat dan percepatan perbalkan gizi
dilakukan melalui :
a. pengawasan keamananan dan mutu pangan segar yang
tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
b. pengawasan mutu; dan keamanan hasil perikanan;
¢. menjamin keamanan mutu pangan olahan yang beredar di
' masyarakat; :
d. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan
Anak Sekolah (PJAS),
e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan
bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam
~ pangan; dan . -
f. bimbingan kesehatan pranikah - untuk - mendorong
~ peningkatan status gizi pengantin.

Baglan Kelima
Pemngkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyaklt

Pasal 11

(1) Péningkatan - pencegahan dan deteksi  dini penyakit
" mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.




(2) Sasaran_pemeriksdan kesehatan secara rutin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia diatas
15 (lima belas) tahun.

(3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagalmana dlmaksud

. pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk :

a. mendorong masyarakat mengenall faktor - resiko
Penyakit Tidalki Menular; .

b. melakukan upaya pengendalian segera ditingkat
individu, kcluax;'ga dan masyarakat; - :

- ¢. mendorong penemuan faktor resiko fisiologis berpotensi

Penyakit Tidak Menular yaitu kelebihan berat badan dan

~ obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi,
~+ gangguan 1ndera dan gangguan mental; dan '

d. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke
Fasilitas Kcschatan ngkat Pertama [FKTP) dan sistem
rujukan lanjut!

(4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan- dan detek31 '
dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
“dan ayat (3) dilakukan upaya : :

a. peningkatkan pelaksanaan deteksi d1n1 penyakit di
Puskesmas dan jaringannya (Posbindu, Penyakit

- Tidak Menular), serta fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya yang békerjasarna dengan Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan sarana prasarana skrining Penyaklt Tidak
- . Menular; | :
- ¢. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk
peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Lingkungan
|
o | Pasal 12 |
Pcmngkatan kualitas hngkungan dldukung dengan upaya :
“a. pengendalian pencemaran badan air;
b. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan

_berbahaya d1| lokasi pertambangan yang bcrdampak
pada kesehatan; |

c. mendorong masyarakat untuk rnembangun dan
memanfaatkan bank sampah; dan o

d. mendorong kemlltraan llngkungan dan peran  serta
masyarakat dalarn; menjaga kualitas lmgkungan-

|

Bagian 'I‘uguh
Pcmngkatan Edukasi Hidup Sehat
I
Pasal 13
Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup pelaksanaan :
~ a. kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;



o eksklusif;

-:"';i'.l'):.'_-pend.ldlkan mengenal ngl seunbang dan pemberlan ASI'T{ o

5 | c. _r_pelaksanaan kanipanye gemar berolahraga : :- g L ST
©d. peningkatan kegiatan Usaha" Kesehatan Sekmah (UKS) d1' L

. -sekolah dan madrasah;

et : e penmgkatan pendldlkan keluarga untuk hldup sehat d1 f

~:satuan pendldlkan

"f‘»_"t"?perluasan Gerakan Memasyarakatkan _. Makanr-'., I_kan s
" (Gemarikan) pada masyarakat o

g _penmgkatan prom081 makanan dan 1 mmuman sehat e T
" h. pengawasan  terhadap 1k1an/ tayangan yang _ tidak SR
. mendukung GERMAS; B

i promosx penggcrakan partlslpa81 kaum perempuan dalam ST

o  upaya deteksi dini faktor resiko penyaklt tldak menular

FE j.-__"penmgkatan kornumkam dan.

L o ~dan anak

-k ‘mformam dan edu’kam GERMAS baglrkcluarga;'pcrefmpua'n'.'" s
;

' Bagian Kesatu .
. 'Pembentukan- -

Pasal 14

AL (1) U ntuk kelancaran pelaksaaan GERMAS Bupatl membentuk "

- Forum Komumkam GERMAS ‘sebagai . ~wadah - koordinasi RS

pelaksanaan GERMAS yang dltetapkan dengan Keputusan i
.. Bupati. -
~(2) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordmam ‘

L mmlmal 2 (dua) kall dalam setahun

' Pasal 15 5 |

E Pelaksanaan keglatan GERMAS dllaksanakan Secara . smergls

.' oleh seluruh anggota | Forum dan secara tekms dlkoordlnamkan_i s

E | oleh Kepala Dmas Kesehatan

Bagian Kediléi e
Tugas

Pasal 16

L '-_.'.:'-'I\Jgas Forum Komumkam GERMAS mellputl A

. menyusun dan merencanakan kegiatan’ sebaga1 dasar dalam L

" pelaksanaan keglatan GERMAS pada Perangkat Daerah

., ~melakukan fasﬂxtam, koordmash pemantauan dan evaluam e

S 'pelaksanaan keglatan GERMAS dan



c melaporkan hasﬂ pelaksanaan keglatan sebagaiﬁiaha' .
" dimaksud pada huruf b, kepada Gubernur melalm Bupati

."?_'secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktuu"’_': o

o waktu apablla dlperlukan

: Bagian _Ketiga.;'f __
Susunan Organisasi' L

‘ ' Pasal 17

Susunan * Keanggotaan Forum | Komumkam GERMA‘S'-:
SR sebaglmana dlmaksud pada ayat (1) terdln darl i FRERTRR
T . a. Ketual : Kepala Bappeda dan thbang Kabupaten ST

- Dompu, B

= | Ke_tua_ m Kepi'ﬂa Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu ik
.. 'b. Sekretaris :- Kepala Bagian Hukum Setda Kab Dompu, o -
. c.'Anggota - i perangkat daerah terkalt '

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 18

| (1) Dalam pelaksanaan keglatan GERMAS dapat bekerjasama_E..'?‘;f"':'

dengan
" a. provinsi lain;

. b. Kabupaten/ Kota_ dilﬁar Provir_ls'i NTB;
. c. Akademisi; - L T

~d. _Swasta dan/af a P
e Organlsa51 Kcmasyarakatan

__(2) Pelaksanaaan kerjasama sebagalmana dlmaksud pada ayat‘_. S

(10 dltuangkan dalam Peljan_]lan Kerjasama. =~

(3) Tata ccara pelaksanaan perjanjian . ker_]asama sebagai
I dlrnaksud pada_ayat (2) diatur. sesual dengan ketentuan- S

peraturan perundang- undangan

BABVI
f PEMBIAYAAN- o

Pasal 19

o Pemblayaan dalam pelaksanaan keglatan GERMAS bersumber o
. daric

S al Anggaran Pendapatan dan BelanJa Negara L
. b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

o é.-,_Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Kabupaten,

"-."_dan/atau S i

R R Sumber dana 1a1n yang sah dan tldak menglkat



| BAB Vii
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Pelaksanaan GERMAS dilakukan evaluasi setiap 2 (dua)
tahun sekali. - _ : :
(2) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan
- ‘organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS
.menyampaikan lap:oran pelaksanaan kegiatan kepada Ketua
Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan. '
(3) Ketua Forum Komimlkam GERMAS menyampaikan laporan -
. pelaksanaan keglatan kepada Bupati dengan tembusan
ke Gubernur setlap 1 {satu) kali dalam setahun. -

i BAB VIil o
KETENTUAN PENUTUP
, ' Pasal 21 .
' Peraturan Bupatl ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setiap  orang mengetahulnya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu. - - . '

! Ditetapkan di Dompu
! pada tanggal <2< — 10-

FUPATi DOMP

¥ H. BAMBANG M. YASIN

| Diundangkan di Dompu
pada tanggal 3. —10- 2018

|
.
|
]
|
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